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B U P ATI B AN G K A T E N G A H  
 
 
 

S AL IN AN  
P E R AT U R AN  D AE R AH  K AB U P AT E N  B AN G K A T E N G AH   

N O M O R   32  T AH U N  2011  
 

T E N T AN G  
 

P E N Y AL U R AN  D AN A B E R G U L IR   
P R O G R AM  P E N IN G K AT AN  E K O N O M I K E R AK Y AT AN  M E L AL U I P IN JA M AN  

M O D AL  U S AH A M IK R O  K E C IL , M EN E N G AH  D AN  K O P E R AS I  
K AB U P AT E N  B AN G K A T E N G AH  T A H U N  2011  

 
 

D E N G AN  R AH M AT  T U H AN  Y AN G  M AH A E S A  
 
 

B U P AT I B AN G K A T E N G AH , 
 
M en im b ang   :   a. bahwa untuk mendukung peningkatan dan pengembangan 

pembangunan perekonomian daerah dalam pengentasan 
kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, perlu dilakukan 
pengembangan usaha kecil dan koperasi melalui pinjaman modal;  

 
b. bahwa untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan 

koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah 
Daerah perlu melakukan penyaluran dana bergulir Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman modal 
untuk Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten 
Bangka Tengah; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Penyaluran Dana Bergulir Program Peningkatan Ekonomi 
Kerakyatan melalui Pinjaman Modal Usaha Mikro Kecil, Menengah 
dan Koperasi Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011; 

 
 
M en gin g at  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

 
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 

 
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 

 
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4866); 

 
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 

dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3743); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
 
 

D en g an  P ersetu ju an  B ersam a 
 

D E W AN   P E R W AK IL AN   R AK Y AT   D AE R AH   K AB U P AT E N   B AN G K A T E N G AH  
 

d an  
 

B U P AT I B AN G K A T E N G AH  
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M EM U T U S K AN    : 

 
M en etap kan   : P E R AT U R AN  D AE R AH  T E N T A N G  P E N Y AL U R AN  D AN A  

B E R G U L IR  P R O G R AM  P E N IN G K A T AN  E K O N O M I K E R AK Y AT AN  
M E L AL U I P IN J AM AN  M O D AL  U S A H A M IK R O  K E C IL , M E N E N G AH  
D AN  K O P E R AS I K AB U P AT E N  B AN G K A T E N G AH  T AH U N  2011. 

 
 
 

P asal 1  
 

Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Kekayaan Daerah adalah kekayaan daerah yang dikelola sendiri 

atau oleh pihak lain termasuk kekayaan yang dipisahkan untuk 
penyaluran dana bergulir. 

5. Penyaluran Dana Bergulir adalah rangkaian kegiatan perkuatan 
permodalan dalam bentuk dana bergulir dari Pemerintah Daerah 
kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam 
rangka pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan 
koperasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

6. Dana Bergulir adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan dalam 
bentuk pinjaman kepada usaha mikro, kecil, menengah dan 
koperasi dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan 
permodalan dalam berbagai usaha produktif, dan selanjutnya 
digulirkan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan 
koperasi lainnya. 

7. Bank Pelaksana adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangka 
Belitung yang melakukan penyaluran dana bergulir dan 
pembinaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi 
penerima dana bergulir. 

 
 

P asal 2  
 

(1) Dana Bergulir disalurkan kepada usaha mikro, kecil, menengah 
dan koperasi merupakan pinjaman dan disalurkan sebagai 
hutang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. 

 
(2) Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada usaha 

mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui Bank Pelaksana. 
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P asal 3  

 
(1) Penyaluran Dana Bergulir Tahun 2011 sebesar                         

Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). 
 

(2) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 
(3) Penyaluran Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat ditambah dan dikurangi sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah. 

 
(4) Penyaluran dana bergulir dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun Anggaran 2011 melalui Pos Pembiayaan Penyertaan 
Modal dengan rincian objek invetasi non permanen. 

 
 
 

P asal 4  
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 

 
 

Ditetapkan di Koba 
pada tanggal  29  November  2011 

 
 B U P AT I B AN G K A T E N G AH , 

 
                        Cap/dto 
 
 

      E R Z AL D I R O S M AN  
Diundangkan di Koba 
pada tanggal   29  November   2011 
 

        S E K R E T AR IS  D AE R AH  
K AB U P AT E N  B AN G K A T E N G AH , 
 
Cap/dto 
 
IB N U  S AL E H  
 
L E M B AR AN  D AE R AH  K AB U P AT E N  B AN G K A T E N G AH  T AH U N  2011 N O M O R  152 


